BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis mengenai:
Pertama, makna unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau
marxisme atau leninisme dalam pasal 107a, 107c dan 107d dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dianggap
bertentangan dengan salah satu asas legalitas hukum pidana. Kedua, pelarangan
simbol-simbol yang terkandung dalam pasal tersebut justru dianggap telah

membatasi kebebasan berekspresi secara nasional maupun internasional.

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan masalah yang pertama berkaitan
dengan makna dari suatu tindakan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai
perbuatan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme
atau leninisme” dalam pasal 107a, 107c dan 107d dalam Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1999 dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, antara lain

yaitu:

1. Asas legalitas dalam hukum pidana mengandung tiga unsur penting didalamnya,
antara lain yaitu: pertama, lex scripta (memiliki arti bahwa tiada pelarangan
maupun pengancaman pidana dalam suatu perbuatan jika hal tersebut belum
dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang terlebih dahulu. Maka harus
dituangkan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan terlebih dahulu
dengan hukum tertulis); kedua, non temporis delicti atau non retroaktif
(memiliki arti bahwa aturan-aturan yang terkandung dalam hukum pidana tidak
dapat diberlakukan secara surut); ketiga, lex certa (memiliki arti bahwa segala
perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam aturan harus diuraikan unsur-
unsurnya oleh undang-undang secara jelas, rinci dan lengkap. Artinya dalam

suatu aturan pidana dilarang menggunakan suatu peng-analogian. Sebab, hal
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tersebut akan melahirkan suatu peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis
atau mirip yang diatur dalam undang-undang namun diperlakukan secara sama
sehingga dapat menghasilkan suatu penafsiran hukum yang sumir maupun
multitafsir. Maka lex certa sering disebut juga sebagai non analogi).

. Penafsiran secara gramatikal menemukan kesimpulan bahwa unsur dalam frasa
“menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau
leninisme” menghasilkan suatu arti maupun makna yang sangatlah luas
didalamnya. Sehingga dapat berpotensi menjadi sumir atau tidak jelas,
multitafsir, kemudahan maupun kelonggaran terhadap pemidanaannya.

. Dibutuhkan suatu batasan-batasan konkret dan jelas siapa dan kriteria yang
bagaimana pihak-pihak yang dapat dikatakan bersalah atau telah memenuhi
unsur tersebut sehingga pantas untuk dipidana.

. Aspek atau unsur yang dapat dikatakan telah sesuai dengan asas legalitas dalam
pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yaitu
mengenai lex scripta (hukumnya sudah jelas ada dalam undang-undang dan
merupakan hukum tertulis) dan lex non temporis delicti (hukumnya juga tidak
berlaku secara surut atau non-retroaktif).

. Sedangkan aspek atau unsur yang dianggap belum sesuai yaitu lex certa (jelas,
rinci, tanpa analogi). Hal tersebut diketahui sebab, salah satu cara mengetahui
kesesuaian dan ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari penafsiran secara
gramatikal makna yang terkandung dalam unsur-unsur rumusan pasal-pasal
tersebut. Khususnya terhadap unsur dalam frasa “menyebarkan atau
mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme” yang
dianggap masih terlalu sumir atau tidak jelas, multitafsir. Sehingga dapat
berpotensi terhadap suatu kelonggaran pemidanaan terhadap khayalak umum.

. Pemenuhan unsur “menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau
marxisme-leninisme” dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dapat
dianggap masih lemah, sumir dan berpotensi terhadap suatu keluasan
pemidanaan. Para pembuat undang-undang maupun penegaknya dirasa masih
tidak memperhatikan pemenuhan unsur-unsur penting asas legalitas khususnya
dalam hal pembatasan-pembatasan yang harus dijelaskan secara jelas dan rinci
tersebut. Namun, terdapat rumusan yang dirasa cukup membatasi dan

memperjelas penafsiran terhadap unsur “menyebarkan atau mengembangkan
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ajaran komunisme atau marxisme-leninisme” dalam Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tepatnya tambahan rumusan
yang terdapat dalam pasal 188 ayat (6) yang berisi tentang tidak dipidananya
orang yang melakukan kajian tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisis rumusan
masalah yang kedua mengenai apakah pelarangan simbol-simbol yang terkandung
dalam pasal 107a, 107c dan 107d dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
dapat dikatakan bertentangan terhadap aturan yang melindungi hak kebebasan

berekspresi baik secara nasional maupun internasional, antara lain yaitu:

1. Terdapat suatu pembatasan-pembatasan dalam hak asasi manusia. Pembatasan
tersebut terlihat dari terdapatnya dua macam pembagian hak asasi manusia, yaitu
hak yang bersifat relatif yang artinya dapat ditunda pemenuhannya (derogable
rights) dan hak yang bersifat absolut artinya tidak dapat ditunda maupun dibatasi
pemenuhannya dalam kondisi darurat sekalipun (non-derogable rights).

2. Hak yang bersifat relatif (derogable rights) jenisnya seperti hak atas kebebasan
berkumpul dan berserikat secara damai; hak kebebasan mencari, mendapat,
menerima dan memberikan informasi dan lainnya; hak atas kebebasan
menyatakan pendapat atau berekspresi. Sedangkan hak yang bersifat absolut
(non-derogable rights) jenisnya seperti: hak untuk hidup; pelarangan
penyiksaan; larangan perbudakan dan larangan peraturan perundang-undangan
pidana yang berlaku secara surut, hak sebagai subjek hukum dan hak kebebasan
berpikir, hati nurani, keyakinan dan agama.

3. Hak kebebasan berekspresi dalam teorinya merupakan hak yang bersifat relatif
(derogable rights). Artinya, negara dapat memberikan penundaan pemenuhan
hak tersebut atau dapat memberikan batasan-batasan tertentu bagi pemenuhan
hak tersebut tanpa adanya kesewenang-wenangan jika terjadi suatu keadaan
darurat. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang luas dapat dilakukan
dalam berbagai cara seperti: cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual,
dalam bentuk gambar, lukisan, kegiatan pers, tulisan, buku, diskusi, pendapat,
kritikan, saran, seminar, mencari, menerima, dan memberikan informasi dan

pemikiran, dan lainnya.
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4.

Simbol ataupun lambang yang seringkali diidentikkan dengan ajaran komunisme
atau marxisme-leninisme yaitu gambar palu dan arit yang tumpang-tindih
bersilangan, bendera Uni Soviet, film bergenre komunis, nyanyian maupun lagu
‘genjer-genjer’, seminar sejarah, diskusi maupun buku-buku sejarah mengenai
hal tersebut, dan lainnya. Pengidentifikasian tersebut berasal dari catatan sejarah

kelam bangsa Indonesia.

. Antara teori dalam hukum hak asasi manusia dan aturan pemidanaannya tidak

sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada khalayak umum.
Walaupun hak kebebasan berekspresi merupakan jenis hak yang bersifat relatif
(derogable rights) yang dapat dibatasi dan ditunda pemenuhannya namun bukan
berarti hal tersebut dapat digunakan sebagai suatu pembungkaman maupun
penghilangan sepenuhnya terhadap hak kebebasan berekspresi tanpa
memperhatikan perumusan aturan pidana yang terlalu luas (longgar), sumir atau
maupun multitafsir terlebih dahulu. Hal tersebut berkaitan dengan adanya
ketidaksesuaian aturan dengan asas legalitas (lex certa) dalam hukum pidana.
Sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian maupun ketidakadilan
terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia yang

dilindungi baik secara nasional maupun internasional.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penulisan hukum ini antara lain yaitu:

1.

Apabila Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap
Keamanan Negara tersebut dirasa masih perlu diberlakukan demi keamanan
dasar negara (Pancasila), maka diperlukan penyempurnaan maupun penambahan
rumusan untuk lebih memperjelas makna dan tujuan yang terkandung dalam isi

rumusan tersebut (khususnya dalam unsur menyebarkan dan mengembangkan).

. Diperlukan suatu metodologi penafsiran yang dapat dipertanggung jawabkan

keberadaannya. Perlu disempurnakan lagi antara metodologi penafsiran dengan
penyusunan pedoman bahasa hukum Indonesia sebagai suatu corak penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar agar eksistensinya tidak berpotensi

bertentangan baik dalam asas hukum pidana maupun menciderai suatu kepastian
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dan keadilan dalam hak asasi manusia (khususnya dalam hak kebebasan
berekspresi yang telah dilindungi baik secara nasional maupun internasional).
. Unsur “menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-
leninisme dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan
Terhadap Keamanan Negara sebaiknya dapat lebih taat akan keseluruhan unsur
yang terkandung dalam asas legalitas (khususnya lex certa) maupun taat akan
kaedah-kaedah tata bahasa Indonesia yang baik, jelas dan benar. Sehingga
diharapkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, aturan tersebut
tidak lagi menjadi aturan yang terlalu longgar (luas) akan pemidanaan, sumir
atau tidak jelas atau multitafsir.

. Dalam penyempurnaan Undang-Undang tersebut sebaiknya diberikan suatu

batasan-batasan yang jelas dan rinci mengenai siapa dan bagaimana pihak-pihak

yang dapat dipidana menurut rumusan pasal tersebut. Berikut penulis akan
memaparkan diperlukannya batasan-batasan penting tersebut yang antara lain
adalah:

a. Suatu pengertian untuk menyebarkan maupun mengembangkan
sesungguhnya tidak dapat dengan mudah ditujukan terhadap sembarangan
orang. Diperlukan suatu pengetahuan maupun pemahaman yang dalam
terlebih dahulu mengenai apa yang ingin disebarkan oleh seseorang tersebut.
Khususnya pada pembahasan ini yang dimaksud dengan harus terbukti
memiliki suatu pengetahuan maupun pemahaman yang dalam terlebih dahulu
mengenai paham atau ajaran komunisme atau marxisme-leninisme yang
dilarang keberadaannya di Negara Indonesia.

b. Harus dapat dibuktikan dari adanya pemahaman mengenai ajaran tersebut
dengan suatu niat, motif, tujuan perbuatan yang ingin dicapainya. Dalam arti
lain harus memiliki hubungan kausal antara satu dengan yang lainnya terlebih
dahulu.

c. Selain itu, unsur atau batasan penting yang perlu diperhatikan oleh para
pembuat undang-undang maupun para penegak hukumnya adalah mengenai
tindakan atau perbuatan yang dilarang tersebut senyatanya haruslah dilakukan
secara berkesinambungan didalam masyarakat umum yang juga harus selaras

dengan niat, motif, tujuannya.
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